BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 189.1/K. 185/2017

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
PUNAN LONG ADIU SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN MALINAU

BUPATI MALINAU,

Menimbang: a. bahwa Pengakuan dan Penghormatan  Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat serta hak-hak
tradisionalnya merupakan amanat dari Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

b. bahwa masyarakat hukum adat Punan Long Adiu di
Kabupaten Malinau memiliki wilayah adat, kelembagaan
adat, hukum adat dan kearifan lokal yang merupakan
warisan leluhur yang masih berlaku dan dipatuhi dalam
kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

c. bahwa perlu melaksanakan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012
tentang  Pengakuan dan  Perlindungan Hak-Hak
Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau:

d.bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan  Keputusan Bupati tentang penectapan
masyarakat hukum adat Punan Long Adiu di Kabupaten
Malinau,

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896); scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur
dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang,.... f
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Undang-Undang Nomor | 2 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indenesia Nomar 5239);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun
[Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 20
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonresia Nomor 5495),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20104 tentang
Pemerintahan  Daerah  [Lembaran  Negara Republk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagain
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ren

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013
tentang Pemerintahan Dacrah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunm 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara b
Indonesia Nomor 5657);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentanz

Nomor 114 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negar:
Republik Indonesia Nomor 3587);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeriniah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014

tentang  Pedoman Pengakuan dan  Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 231);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benia
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035);

9. Peraturan Menten.......
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Kabupaten  Malinaun  (Lembaran [haerah Kalnipeites
Malinnn Talan 200 1T 1, tambahian Lemborm
Dacialy K vlapnten Malimag Nomor 5)

12 Perabuaran Daecrah |g.i:'.~|:|||rr-r| Maohoau Momar 10 Tahun
2012 tentangy Pengakunn Dan Peclindungan Halk - Heak
Masvarakat  Adat D Kabupaten Malinan (Lembiirar

Darcralr Kabupaten Mabmau Tahun 2012 Mamar 10,
Fambahan Lembaran Daerali Kabupaten Malinau Momor
12);

13, Peraturan Bupati Malinau Nomor 201 Tahun 2014
tentang Badan  Pengelola Urusan Masyarakat  Adlat
kabupaten Malinou (Berita Dacrah Kabupaten Malinan
Tahun 2014 Nomor 201);

14. Peraturan Bupati - Malinau  Nomor 40 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tupas Pokok
dan Fungsi, serta Tata Kerja Sckretariat Dacrah (Berita
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 40);

15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PUNAN
LONG ADIU SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI KABUPATEN MALINAU -

KESATU : Mengakui dan melindungi masyarakat hukum acdat E’ui‘]ﬁn
Long Adiu sebagai masyarakal adat di Kabupaten Malinay
yang memiliki tata nilai, norma, adal istiadat, lembaga
adat dan keanlan lokal yang dinkui secara turun

temurun beserta hak-hak masyarakat hukum adat Punan
Long Adiu,
KEDUA : Masyarakal hukum adat Punan Long Adiu  memiliki

lembaga adat dengan susunan personalia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahlkan dari Keputusan Bupati ini;
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KEDELAPAN Keputusan Bupati i walar berlaku paveloe  tnnggenl
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Ditetapkan dl Malinau
padn tanggal 8 Mel 2017

! . 1}
0y o YRNSEN TP

Tembusan kepada yih. :
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Menteri Dalam Neperi di-Jakarta:

2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kelintanan di-Jakarta;
3.
q

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepaln 13PN eli- Jakearin;

. Gubernur Kalimantan Utara di-Tanjung Selor:
]

Ketua DPRD Kabupaten Malinau di-Tempat;

- Kepala Dinas Lingkungan Hidup di-Tempal;

7. Camat Malinau Selatan Hilir di-Tempat ;
8.
9. Lembaga Adat Punan Long Adiu di-Tempat.

Pemerintah Desa Punan Long Adiu di-Tempat.
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